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PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN PELATIHAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 telah ditetapkan

Pedoman Tugas Belajar dan Pelatihan di Lingkungan

Lembaga [Ilmu Pengetahuan Indonesia;

b. bahwa untuk percepatan peningkatan kompetensi

sumber daya manusia Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia, perlu mengubah persyaratan masa kerja

pegawai penerima tugas belajar dan pelatihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Lembaga [lmu Pengetahuan Indonesia tentang
Perubahan Atas Peraturan Lembaga [lmu Pengetahuan

Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Tugas
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Mengingat

Belajar dan Pelatihan di Lingkungan Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang
Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
PemerintahNonDepartemen sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 322);

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah
NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden
Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2013
Nomor 11);

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 7
Tahun 2018 tentang Pedoman Tugas Belajar dan
Pelatihan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 573);
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6. Peraturan Lembaga [lmu Pengetahuan Indonesia Nomor
1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA ILMU
PENGETAHUAN INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN PELATIHAN DI
LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pedoman Tugas Belajar dan Pelatihan di Lingkungan Lembaga
IIlmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 573) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf d diubah,
sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8
(1) Persyaratan bagi PNS wuntuk dapat ditetapkan
sebagai Pegawai Pelajar, sebagai berikut:

a. Dberstatus PNS yang masih aktif bekerja di
lingkungan LIPI;

b. sejak diangkat sebagai PNS;

c. usia paling tinggi dengan mempertimbangkan
calon Pegawai Pelajar dapat melaksanakan
kewajiban ikatan dinas sehabis masa studinya
dan sebelum batas usia pensiun calon Pegawai
Pelajar;

d. penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir
bernilai baik;

e. bidang studi yang dipilih harus:
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1. sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi
Satuan Kerja pengusul;

2. sesuai dengan bidang
kepakaran/kompetensi yang dimiliki calon
Pegawai Pelajar; dan

3. kelas reguler pada perguruan tinggi negeri
berakreditasi minimal A di dalam negeri
atau perguruan tinggi luar negeri yang
telah diakui oleh kementerian yang
berwenang;

mendapatkan rekomendasi kesesuaian bidang

studi sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Lembaga ini;

mendapatkan persetujuan secara tertulis dari

Kepala Satuan Kerja yang sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Lembaga ini;

lolos seleksi dari Pemberi Beasiswa;

mendapatkan surat pernyataan pembiayaan

dari Pemberi Beasiswa; dan

tidak sedang terlibat dalam pelanggaran kode

etik dan hukuman disiplin, tidak sedang

menjalani cuti di luar tanggungan negara,
dan/atau tidak sedang menjalani
pemberhentian sementara karena diangkat
menjadi pejabat negara, diangkat menjadi
komisioner/anggota lembaga nonstruktural,
atau ditahan karena menjadi tersangka tindak

pidana.

PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Pegawai
Pelajar dengan PPK.
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